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PENETAPAN
Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Desa Rejoagung RT.14 RW. 03 Kecamatan Sumber
wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Desa Rejoagung RT.05 RW. 02 Kecamatan Sumber
wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05
Desember 2022 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bondowoso dengan Nomor 1823/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 05 Desember
2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Duplikan Akta
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Nikah Nomor : 139/09/V11/20121 tanggal 02 Desember 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah
berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 2 orang
anak bernama : a. Siti Raudatul Intan Nurhayati, perempuan,
Bondowoso 16 Maret 2015 b. Dwi Riska Cantika Putri, perempuan,
Bondowoso 01 Januari 2020 saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

4, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan
sikapnya pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja
sebesar Rp. 50.000.- setiap minggu sekali, sehingga untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx, hal
ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus
menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut
dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 karena
Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya,
akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di
rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak bulan
Agustus 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat
tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan
baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk
diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
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akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMAIR :;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :;
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan,
kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara
dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 13
Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah

sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor
1823/Pdt.G/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara nomor
1823/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.l. serta Nengah Ahmad
Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan
Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.l. Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Chamim Tohari, S.H.
Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1823/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
=

j putusan.mahkamahagung.go.id
R

Biaya Proses : R 75.000,00,-

Biaya : Rp 320.000,00,-

Pemanggilan
Biaya PNBP Rp 20.000,00,-
Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 475.000,00,-
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